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MPR Tak Berwenang Keluarkan Tap
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JAKARTA, KOMPAS — NWiabikaneal
Ronstitusi menegaskan. MDD
tidak berwenang mengeluoar
kan ketetapan atau Tap yang
bersifat  mengatur  Oregeding)
dan berlakua mengikat keluar
Hilangnya kewenangan ini se-
baga konsehwuensi dart perwu-
bahan mendasar UULD 1945
yang memengaruhi sistem ke-
tatanegaraan Indonesia, khuo-
susnya perubahan fungsi dan
kewenangan MPH.

Meski diwarnal  dissenting
opinion (pendapat berbeda) da-
ri Ketuan MK Sulurtoyo dan
Wakil Hetua MK Saldi Tsra, MK
menolak permohonan TPartai
Bulan Bintang yang  diseakili
ketuanya, Yusril Thza Mahen-
chra dhan sekvetaris jencle
Adriansyah Noor dalam sidang
prembacaan prutusan. Selasa
CLO L 20249y, Partad Bulan Bin-
tang menyoal Penjelasan Pasal
7T oAyl (1) Haoeeoad e DT lzwnngz-1
dang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembontukan  Pera
turan Perundang-wndangan.

Seperti diketabhui, ULT No
2011 mengatur jenis dan hae-
i peraturan perundang-un-
dangan di Pasal 7 Avat (1), Ke-
tetapan MPR diletakkan pada
wurutan kedua setelahy/di bawalh
U 1945 dan di atas UL I

baginn penjelasan pasalnva di-
sebutkan. vang dimaksoud ke-

tetapoan MPR adakad Tagps M EPIRS
serta Pasal 2 dan 4 Tap MPR
Moo L WVITTL 204008,

FPartai Bulan Bintang meng-—

ETREETir el penjelasan pasal
tersebut  inkonstitusional ka-

renn ssnkan-akan menghal:mangeg
MI'E mengeluarkan ketetagpan.,
pradahal disebutkan di T
Pembenbukan Peraluran
T'erundang-undansan B ahwaa
Tap MPIL merupakoan salah sa-
tu  peraturan perundang-un-
dangizan.
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ITakim Konstitusi Wahiddua-
din Adams. dalam pertimbanes-
ALY, menengok kemlzali
amendemen konstitusi yang
dilakukan sejak 1999 hingoa
202, Sebelum amendemen,
NWIPR memang memiliki ke-
wenangan mengeluarkan  ke-
letapan, Hewenangan ilua Llak
dapat dilepaskan darmn kedu-
dukan MPIR sebagni lembogan
tertinggi negara wvang ditegas-—
kan dalam penjelasan LU
1945 (sebelum amendemen)
yang intinyva kekuasaan negara
tertinggi di tangan MPR. MIPR
merupakan pemegang kedau-
latan rakyat sekaligus penjel-
maan seluruh rakyat I ndone-
sia. Dalam kaitannya ita, MITRR
memberi mandat kepada TPre-
siden untuk ek ksanakaun ga-
ris-garis besar haluan negara
dan keputusan-keputusan kain
dalam bentuk Tap MNMPR.

Pasca-amendemen. hal am
berubah. Pascareformasi. dila-
kukan perrataan terhadao lerne-
bagsa negara dengan  menge-
depankan  prinsip suprenmasi
konstitusi. MPR tak lagi ber-
wenang  mengeluarkan kete-
tapan. Hakim Konstitusi Arief
Hidayat saat membacakan per-
timbaongan mengungkaplkan,
posisil Tap MPR doalam struktar
hukum di Indonesia. sebenar
nya sudah dihilangkan di ©T707
102004 tentang Pemboentukan
Peraturan Perundang-undang-
an. Namun, ULT 122011 me-
munculkan kembali Tap WM PR
tersebut dalam hirarki pera-
turan perundangan-undangan
di Pasal 7 ayat 1) huruf b
bese rta penjelasannya.

Hakim Monstitusi Enny
Nurbaningsih menambahkan,
MK tak dapat mengabulkan
permohonan Partar Bulan Bin-
tang. Sebab, apabila permo-
honan dikabulkan, justru me-
munculkan ketidakpastian hua-
kum terhadap ketetapan NMPR
vang dimaksud olehh FPasal 7
Avat (1D Huwuauf b UU No
122720010
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“Tanpa penjelasan tersebut,
MM secara fakbual akan tam-
pak menjadi lembaga negara
vang tak sejajar dengan lem-
baga negara lainnya karena da-
pat menge luarkan  ketetapan
yang tak dapat diuji ataua di-
tinjau lembaga konstitusional
lainnya ™ kata Enmy:

Seperti diketahui, UTLTIY 1945
mengatur. Mahkamah Asung
boermwenang menguji konstita
sionalitas peraturan di bawah
edanglkan Mahkamah
usi - menguji  konstitu-
stonalitas norma [7UT terhadap
UL 1945, Padahal, keduduk-
an ketetapan WMPR berada di
antora UTTUD 1045 dan UL

Scolain itu, sistem peraburan
perundang- undangan doan ke-
Lot Lo e o pasca-arende-
men konstitusi sudabh o meni-
adakan kewenangan MR
membentuk dan menerbitkan
ketetapan., "Karena itu, MPR
tak dapat lagi membentuk
ketetapan MPR yang bersifat

mengatur Crogelingernr),”  kata
Enny

Terkait alasan Partai Bulan
Bintang yang meminta MK

memberi jawaban atas perta-
nyaan jika pemerintahan ek-
schkutif lumpuh total, termasual
Menteri Dalam Negeri, Men-
ter Luar Negeri, dam Menteri
Pertahaman  (Lrivmyvirat) ber-
halangan, otoritas mana yoang
bisa menjawab ‘menyelamat -
kan kecadaan bahaya tersebut,
MK sama sekali tak menying-
Fung. Partail Bulan Bintang me-
minta MK menyatakan dalam
situasi pemerintah lumpuh to-
tal, MIPIT bisa memberi jalan
kehaar,. Namun, pongandainn
kaondisi bahaya tersebut sama
sebkeall tak disimgoung VK.

Dalam o gls gVl o -
oed-irvan, Saldil Isva pun tak e -
nyiIng=ung tentang alasan pe—
me rintahan lumpuh yang di-
andailkan Parlal Boulao Biolang
ITa sebenarmyn sepalkat meng-
hapus Penjelasan Pasal 7 Asyat
(1) Huruf b TUUT Mo 1222011, Ta
Juga berpendapat balhwa pe—
letakan ketetapan HWMPIR dalam
Ihaerarkis perundang-undangan
tidak tepat, apalagi diletaklkan
di atas TILL
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Menurat  dia,  Keletapan tusan MK selain tidak [azim putusan  90PUU-XXT /2023
MR seharusnya dilelakkan Juga berpotensi menimbulkan terkail dengan penduian sya-
selaga helenan perihan i Ketidakpistian hukum baruse- rat minumal wia calon pre-
dabam T No 127010 gty g kepastian hukum vang siden dan calon wakil presiden.
; adil sebagaimana dijamin UUD MK hanya menyidangkan per-

diletakkan sejajar dengan UL,
Sebaty maten muatan vang ter
Kandung dalin Kelelapan
VPR sebenarnya  memiliki
Kandungan materi mutan se-
perti diatur di U1

Ditolak karena tak [azim

Sementara terkait permo-
honan uji formal Denny n-

1945 vang seharusnya Mah-
Kamah Jaga sebagai dhe guar-
dan of conshitufion malah jus-
lru lorabaikan,” kala Hakim
Konstitusi Guntur Hamzah da-
lam pertimbanganmya.
Sebelumnya, MK dminta
membatalkan Pasal 169 Turuf
q UL No 172017 tentang Pe-
milu sehagaimana ~ dimakna

drayana bersama paka hukum - S

la neguz, Zond Anfn |8

Mochtar, terhadap Pasal 169
Huruf g Undang-Undang No-
mor 17 Tohun 2017 tentang
Pemilu yang sudah ditafsirkan
melalui putusan
00y PUU-XXT/2023, MK meno-
lak. Alasannva, mengui forml
norma yang diubah lewat pu-
tusan MK bk lazim dalam sis-
fem hukum Indonesiz

"Pula pengujian formil ter-
hadap suatu normia yang me-
rupakan hael dart sebuah pu-

kara Denny dan Zainal ter
sehut dua kall, yaitu peme
riksaan pendahuluan dan per-
batkan permohonan.

Denny dann Zainal menil
Pasal 164 Huruf g UU Pemilu
sebagaimana dimaknai putus-
an Y0 tak memenuhi syarst
formil Karena ada kecacatan
formalitas dalam penyusunan

(an pemberlakuan sebuah nor-
ma Putusan itu menjadi cacat
formil dan tak sah serta ber-
tentangan dengan konstitust
[asal tersebut digunakan putra
Presiden Joko Widodo, Gibean
Rakabuming Raka, menjadi ca-
wapres, Selain membatalkan
pasal tersebut, MK juga di-
ninty memerintahkan Komisi
Pemilihan Umum - mencoret
pencalonan Gibran,

Dalam  pertimbangannya.
MK Lk sependapat dengan da-
bl para pemobon, (ANA)

Ketua Muhkamuh Konstitusi (MK Subartoyo memimpin sidang putusan w)? formil terhadap Putisan ME Nomor

00/ PLL-XK1/20U8 di rueng sdang MK, Jasarta, Selivea (16/1/2024), Dalam «idang tersebut, ME memutuskan bahwa putusan MK
terkatt pelonggaran syarat usta calon presiden dan calory wakil presiden, fidak mengandung eacat formil mesk terhukt ada
pelanyirn Uk e penysuumy,
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